BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolan Keuangan Desa maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dalam
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7144);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781}

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 1151);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026
tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN
ANGGARAN 2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1:

Kabupaten Aceh Utara adalah bagian dari daerah Provinsi
Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang
diberi kewenangan khusus wuntuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat  setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
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Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin
oleh seorang Bupati.

. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya

disebut  Pemerintah Kabupaten  adalah  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang

terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Utara.

. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG

adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten untuk Gampong yang bersumber dari bagian
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh Kabupaten.

. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten dan digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu Perangkat

Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Gampong.

. Geuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki

kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah
tangga sendiri.

. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang
selanjutnya disingkat APBGampong adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Gampong, yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan

Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun
Gampong.

-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang
selanjutnya disingkat RPJMGampong adalah Rencana Q
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Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya
disingkat RKPGampong adalah penjabaran dari
RPJMGampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

13. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG
adalah Penggunaan Teknologi sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

14. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat
BUMGampong adalah badan usaha yang seluruh atau
sebahagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola
aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Gampong.

15. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan
masayarakat Gampong, khususnya yang miskin dan
marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan
pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan,
mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

16. Pedoman Penyusunan APBGampong adalah pokok
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah
Gampong dalam penyusunan, pembahasan dan
penetapan APBGampong.

17.Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan
pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima
manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan
melalui musyawarah Gampong.

18. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya
disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu
Pembangunan Gampong untuk percepatan pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

(1) Penyusunan APBGampong Tahun Anggaran 2026 meliputi:

a.sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh,
Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Gampong
dan RKP Gampong;

b. prinsip penyusunan APBGampong;

c. kebijakan penyusunan APBGampong;

d.teknis penyusunan APBGampong;

e. hal-hal khusus lainnya.



(2) Uraian Pedoman Penyusunan APBGampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

(1) Penyusunan APBGampong Tahun Anggaran 2026
sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dilakukan
melalui Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

(2) APBGampong merupakan satu kesatuan yang terdiri atas
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4
Bagi Gampong yang telah menetapkan Qanun APBGampong

Tahun Anggaran 2026, agar segera melakukan penyesuaian
pada Perubahan APBGampong Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 13 Maret 2026 M

Diundangkan di Lhoksukon

pada tanggal 13 Maret 2026 M
23 Ramadhan 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

'
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BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2026 NOMOR 12 1T



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR/2 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah memandang perlu memberi acuan dalam rangka perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Gampong,
pembinaan dan fasilitasi prioritas penggunaan DD dan memfasilitasi
penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Gampong serta penetapan prioritas penggunaan DD
dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah diterbitkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun

2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2026.

Peraturan tersebut bertujuan agar Pemerintah Gampong semakin mampu
mengelola keuangan Gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib
dan disiplin anggaran. Disamping itu, penataan fungsi dari kelembagaan Gampong
diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan Gampong dan
pemberdayaan masyarakat Gampong guna untuk memberi manfaat sebesar-
besarnya bagi masyarakat Gampong berupa peningkatan kualitas hidup,
peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan
pelayanan publik.

Guna peningkatan kualitas hidup masyarakat diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang
berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Peningkatan
kesejahteraan masyarakat Gampong diutamakan untuk membiayai pelaksanaan
program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan Kkerja yang
berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan
meningkatkan pendapatan asli Gampong. Penanggulangan kemiskinan diutamakan
untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran
data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat
karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan
pelatihan bagi masyarakat Gampong yang menganggur, setengah menganggur dan
keluarga miskin dan melakukan pencegahan kekurangan gizi Kkronis (stunting).
Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program
bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH GAMPONG DENGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN

RKPGampong merupakan penjabaran dari RPJMGampong untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKPGampong merupakan
upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis
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yang dilaksanakan oleh masing-masing Gampong dengan memanfaatkan
berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel
dengan tujuan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan,
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di
Gampong memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui
pengintegrasian prioritas nasional, dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan
kewenangan asal-usul dan lokal berskala Gampong. Berkaitan dengan itu,
Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten harus mendukung tercapainya
prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-
masing Gampong.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan sinkronisasi pembangunan
antara Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan
arah Kebijakan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Aceh Utara Tahun 2026 merupakan penjabaran rencana tahunan
program/kegiatan pembangunan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029. RKPD merupakan kesinambungan

pembangunan yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas
hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi
kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Gampong, melalui kesamaan
persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam
kerangka pembangunan yang berkesinambungan.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Gampong, diwujudkan melalui integritas program dan
kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan
karakteristik masing-masing Gampong. Hal tersebut diwujudkan dalam
dokumen RPJMG yang dituangkan pada RKPGampong, dengan memperhatikan
Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029, yang telah
melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati
bersama antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sebagai dasar
dalam penyusunan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong Tahun
Anggaran 2026, sehingga pembangunan daerah dan Gampong dapat berjalan
optimal, terpadu dan berkesinambungan.

Fokus Penggunaan DD Tahun 2026 diutamakan penggunaannya untuk
mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan dan
hewani, program pencegahan dan penurunan stunting skala Gampong dan
program sektor prioritas DD melalui permodalan BUMGampong atau

BUMGampong Bersama dan Fasilitasi Percepatan jalannya Koperasi Desa Merah

Putih (KDMP).

PRINSIP PENYUSUNAN APBGampong

Penyusunan APBGampong didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai

berikut:

a.sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
berdasarkan urusan dan kewenangannya;

b. keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong
tanpa membeda-bedakan,;

c. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;

d. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang APBGampong;

e. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;

memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

g. APBGampong dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai

A
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tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember setiap tahunnya;

h. APBGampong disusun dan ditetapkan berdasarkan pada RKPG sebagai
penjabaran dari RPJMGampong; dan

i. substansi APBGampong tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
peraturan yang lebih tinggi serta ganun Gampong lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBGampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa
Gampong berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat. Karenanya Gampong juga berwenang untuk mengatur
penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan DD selain diprioritaskan untuk
mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat
dapat menentukan fokus penggunaan DD setiap tahunnya sesuai dengan
prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 menjadi arah kebijakan petunjuk
operasional atas fokus penggunaan DD Tahun Anggaran 2026. Petunjuk
Operasional atas Fokus Penggunaan DD dilakukan berdasarkan Qanun
Gampong yang mengatur mengenai kewenangan Gampong berdasarkan hak
asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong. Petunjuk operasional atas
Fokus Penggunaan DD tersebut memberikan pandangan mengenai penggunaan
DD agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan
penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional. Gampong
memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Gampong sesuai dengan
kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Gampong dan diputuskan melalui
Musyawarah Gampong.

Hal-hal strategis di Gampong harus dibahas dan disepakati bersama oleh
Geuchik, Tuha Peut Gampong, dan masyarakat Gampong melalui Musyawarah
Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong. Pembahasan dan
kesepakatan dalam Musyawarah Gampong menghasilkan dokumen perencanaan
dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMGampong, RKPGampong,
dan APBGampong. Hasil Musyawarah Gampong wajib dipedomani oleh Geuchik
dalam merumuskan berbagai kebijakan Gampong, termasuk kebijakan
pembangunan Gampong. Optimalisasi penggunaan DD yang sesuai dengan
prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Tuha
Peut Gampong, dan masyarakat Gampong secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, penggunaan DD diprioritaskan untuk
mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 17 (tujuh belas) tujuan
Sustainable Development Goals (SDGs) Gampong sebagai berikut:

a. Gampong Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan.

SDGs Gampong 1 : Gampong tanpa kemiskinan; dan
SDGs Gampong 2 : Gampong tanpa kelaparan.
b. Gampong Ekonomi Tumbuh Merata.
SDGs Gampong 8 . pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
SDGS Gampong 9 . infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai
kebutuhan;
SDGs Gampong 10 : Gampong tanpa kesenjangan; dan

SDGs Gampong 12 : konsumsi dan produksi Gampong sadar A(‘f’
lingkungan.
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¢. Gampong Peduli Kesehatan.

SDGs Gampong 3 : Gampong sehat dan sejahtera;
SDGs Gampong 6 : Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Gampong 11 : kawasan permukiman Gampong aman dan
nyaman.
d.Gampong Peduli Lingkungan.
SDGs Gampong 7 : Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Gampong 13 : Gampong tanggap perubahan iklim;
SDGs Gampong 14 . Gampong peduli lingkungan laut; dan
SDGs Gampong 15 : Gampong peduli lingkungan darat.
e. Gampong Peduli Pendidikan.
SDGs Gampong 4 : pendidikan Gampong berkualitas.
f. Gampong Ramah Perempuan.
SDGs Gampong 5 . keterlibatan perempuan Gampong.
g. Gampong Berjejaring.
SDGs Gampong 17 . kemitraan untuk pembangunan Gampong.
h.Gampong Tanggap Budaya.
SDGs Gampong 16 : Gampong damai berkeadilan.

PRINSIP PENYUSUNAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Prioritas Penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong
tanpa membeda-bedakan;

b. Kebutuhan Prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih
mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan
sebagian besar masyarakat Gampong;

c. Terfokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan DD pada 3 (tiga) sampai
dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas
nasional, provinsi, kabupaten dan Gampong, dan tidak dilakukan praktik
penggunaan DD yang dibagi rata;

d. Berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang
dicanangkan Pemerintah Pusat;

e. Kewenangan Gampong yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Gampong;

f. Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta
masyarakat Gampong; dan

g. Swakelola yaitu mengutamakan kemandirian Gampong dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai DD.

V.FOKUS PENGGUNAAN DD

Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program
dan kegiatan berskala lokal Gampong bidang penyelenggaraan pemerintahan
Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan
Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong serta penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.

Fokus Penggunaan DD diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi masyarakat Gampong berupa peningkatan kualitas hidup,
peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan
pelayanan publik di tingkat Gampong.

Fokus Penggunaan DD diarahkan untuk program dan/atau kegiatan
percepatan pencapain Sustainable Development Goals (SDGs) Gampong melalui :
a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan DD untuk Bantuan

Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat
menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;

b. penguatan Gampong yang adaptif terhadap perubahan iklim dan tangguh
bencana; A

{
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c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala
Gampong termasuk stunting;

d.dukungan program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan
lembaga ekonomi Gampong lainnya;

e. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;

f. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Gampong melalui program
Padat Karya Tunai Gampong;

g. publikasi DD/ potensi Gampong/digitalisasi pengelolaan DD;

h. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Gampong; dan/atau

1. program sektor prioritas lainnya di Gampong termasuk pengembangan potensi
dan keunggulan Gampong.

Dalam rangka mengimplementasikan Fokus penggunaan DD melalui
APBGampong, maka harus dituangkan kedalam dokumen APBGampong sesuai
klasifikasi belanja Gampong yang terdiri atas:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Penggunaan DD untuk bidang penyelenggaraan pemerintah Gampong

meliputi:

1) Penyediaan  Penghasilan Tetap  Geuchik, Perangkat Gampong,
Staf/Operator Komputer dan Honorarium Imum Meunasah (dialokasikan
dari sumber dana ADG)

a) Penghasilan Tetap Geuchik diberikan perbulan sebesar Rp. 2.426.640,-
(dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh
rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;

b) Penghasilan Tetap Keurani Gampong diberikan perbulan sebesar Rp.
850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas)
bulan;

c) Penghasilan Tetap Keurani Cut Urusan Umum dan Perencanaan,
Keurani Cut Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan dan
Kemasyarakatan, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, Ulee
Jurong diberikan perbulan masing-masing sebesar Rp.500.000, (lima
ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;

d) Penghasilan Tetap Staf/Operator Komputer diberikan perbulan sebesar
Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;

¢) Penyediaan Honorarium Imum Meunasah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan per bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu
rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.

2) Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong (dialokasikan dari sumber
dana ADG)
a) Tunjangan Ketua Tuha Peut diberikan per bulan sebesar
Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
b) Tunjangan Wakil Ketua Tuha Peut diberikan per bulan sebesar
Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
c) Tunjangan Anggota Tuha Peut diberikan per bulan sebesar
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
3) Belanja Operasional Pemerintah Gampong yang meliputi;
a) perjalanan dinas:
perjalanan dinas dalam daerah, dalam Kabupaten dan ke luar daerah
dalam Provinsi dan Luar Provinsi mengikuti ketentuan Peraturan Bupati g



